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ABSTRAK

Artikel ini membahas perlindungan hak asasi manusia dalam konteks
perubahan iklim, dengan menyoroti tanggung jawab negara dan
korporasi. Perubahan iklim telah menimbulkan dampak yang
signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas
lingkungan yang bersih, air, pangan, dan kesehatan. Negara memiliki
kewajiban untuk melindungi hak-hak ini melalui kebijakan yang
efektif dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain
itu, korporasi, terutama yang terlibat dalam sektor energi dan industri,
juga memiliki peran penting dalam mengurangi emisi karbon dan
dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Melalui pendekatan
literatur, artikel ini mengkaji berbagai instrumen hukum internasional
dan nasional yang mengatur perlindungan hak asasi manusia terkait
dengan perubahan iklim. Hasil kajian menunjukkan bahwa, meskipun
terdapat kemajuan dalam regulasi, masih banyak negara dan
korporasi yang belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam
memitigasi dampak perubahan iklim. Artikel ini juga menyoroti
perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat sipil untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi
kelompok- kelompok rentan yang paling terdampak oleh perubahan
iklim. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih besar dalam hal
transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum untuk memastikan
bahwa hak asasi manusia tetap terlindungi di tengah krisis iklim yang
semakin memburuk.
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PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global terbesar yang berdampak luas pada
kehidupan manusia di berbagai sektor. Dampak perubahan iklim, seperti naiknya suhu global, cuaca
ekstrem, dan naiknya permukaan air laut, tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga
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menimbulkan ancaman serius terhadap hak asasi manusia (HAM) (UNFCCC, 2015). Hak-hak dasar
seperti hak atas hidup, kesehatan, pangan, dan tempat tinggal menjadi rentan akibat kerusakan
lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan iklim (Knox, 2016). Negara, sebagai pelaku utama
dalam pemenuhan dan perlindungan HAM, memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-
langkah mitigasi dan adaptasi guna melindungi warganya dari dampak perubahan iklim (UN Human
Rights Council, 2019). Selain negara, peran korporasi juga sangat penting, terutama korporasi yang
beroperasi di sektor-sektor yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, seperti industri
energi dan manufaktur (OECD, 2020).

Korporasi, khususnya yang bergerak di sektor-sektor yang menghasilkan emisi karbon tinggi
seperti energi, manufaktur, dan transportasi, memiliki tanggung jawab besar dalam perubahan iklim.
Mereka adalah salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca, yang merupakan penyebab utama
perubahan iklim. Oleh karena itu, tanggung jawab korporasi terhadap perubahan iklim mencakup
upaya untuk mengurangi jejak karbon mereka, menerapkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan,
serta berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Negara
memegang peran penting dan tanggung jawab besar dalam menghadapi perubahan iklim, terutama
dalam melindungi hak asasi manusia yang terdampak oleh krisis iklim. Tanggung jawab negara
meliputi penerapan kebijakan, regulasi, dan langkah-langkah konkret untuk mengurangi emisi gas
rumah kaca serta memastikan bahwa adaptasi terhadap perubahan iklim dilakukan secara efektif
dan adil. Penulis berpendapat bahwa tanggung jawab negara dalam perubahan iklim harus
ditekankan sebagai kewajiban moral dan hukum, terutama karena negara memiliki kekuatan
legislatif dan eksekutif yang signifikan untuk mengatur dan mengarahkan kebijakan iklim yang adil
dan berkelanjutan. Untuk mencapai keadilan iklim, negara harus menunjukkan kepemimpinan yang
kuat, komitmen yang berkelanjutan, dan kemauan politik untuk mengatasi krisis iklim secara efektif.
Negara yang gagal mengambil tindakan memadai tidak hanya akan memperburuk dampak
perubahan iklim tetapi juga melanggar tanggung jawab mereka dalam melindungi hak asasi manusia
warga negaranya.

Meskipun sudah banyak kebijakan dan inisiatif global yang bertujuan untuk menangani
perubahan iklim, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) dalam memahami
bagaimana tanggung jawab negara dan korporasi dapat diintegrasikan secara efektif untuk
melindungi HAM dalam konteks perubahan iklim. Beberapa studi telah menyoroti peran negara
dalam mitigasi perubahan iklim melalui regulasi dan kebijakan (Bodansky, 2016), namun belum
banyak penelitian yang membahas secara komprehensif mengenai tanggung jawab ganda antara
negara dan korporasi dalam kerangka perlindungan HAM (Cripps, 2017). Penelitian ini penting
karena korporasi memiliki kontribusi besar dalam emisi karbon global, namun akuntabilitas mereka
terhadap pelanggaran HAM akibat perubahan iklim masih minim diatur dan dipahami (Hickel, 2020).
Urgensi penelitian ini semakin jelas ketika melihat meningkatnya frekuensi bencana alam yang
terkait dengan perubahan iklim, seperti banjir dan kekeringan, yang mempengaruhi kelompok-
kelompok rentan seperti masyarakat adat, penduduk pesisir, dan petani kecil (IPCC, 2018).
Kerentanan ini menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan dalam dampak perubahan iklim, di
mana mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi karbon justru yang paling terdampak
(Klein, 2019). Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang jelas untuk
memastikan bahwa baik negara maupun korporasi bertanggung jawab atas perlindungan HAM
dalam menghadapi dampak perubahan iklim (OHCHR, 2019).

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa pendekatan global terhadap perubahan iklim
sering kali berfokus pada aspek lingkungan dan ekonomi, tetapi kurang mempertimbangkan dimensi
HAM (Knox, 2016). Misalnya, Perjanjian Paris 2015 menekankan pentingnya mitigasi dan adaptasi,
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tetapi tidak memberikan panduan yang cukup jelas tentang bagaimana perlindungan HAM harus
diintegrasikan dalam tindakan-tindakan tersebut (UNFCCC, 2015). Penelitian ini menawarkan
pendekatan yang lebih holistik dengan menggabungkan tanggung jawab negara dan korporasi dalam
memastikan perlindungan HAM di tengah krisis iklim. Novelti dari penelitian ini terletak pada
analisis mendalam mengenai tanggung jawab bersama antara negara dan korporasi dalam
melindungi HAM dalam konteks perubahan iklim. Jika kebanyakan penelitian sebelumnya fokus pada
peran negara saja, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana korporasi juga memiliki kewajiban
dalam kerangka hak asasi manusia, terutama dalam hal pengurangan dampak negatif dari operasi
mereka yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Pendekatan ini penting untuk menciptakan
mekanisme akuntabilitas yang lebih komprehensif di tingkat nasional maupun internasional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab negara dan korporasi dalam
melindungi hak asasi manusia yang terancam akibat perubahan iklim serta mengeksplorasi kerangka
hukum dan kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat perlindungan tersebut.
Manfaat penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh
pemerintah dan korporasi dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan,
serta berkontribusi pada literatur akademik mengenai HAM dan perubahan iklim.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kepustakaan
(library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk
mengeksplorasi konsep dan fenomena secara mendalam, khususnya dalam memahami bagaimana
tanggung jawab negara dan korporasi dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) di tengah
perubahan iklim. Studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis berbagai dokumen dan sumber
yang relevan, baik dari sudut pandang hukum internasional, nasional, maupun kebijakan korporasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai
literatur, termasuk jurnal akademik, buku, laporan lembaga internasional, dokumen hukum, serta
laporan kebijakan dari negara dan korporasi terkait perubahan iklim dan perlindungan HAM.
Beberapa sumber penting yang digunakan dalam penelitian ini termasuk laporan dari United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), International Human Rights
Institutions, serta publikasi terkait dari Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD). Data sekunder ini diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif tentang
hubungan antara tanggung jawab negara, korporasi, dan perlindungan HAM dalam konteks
perubahan iklim (Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen.
Dokumen yang dianalisis meliputi perjanjian internasional, seperti Perjanjian Paris 2015 dan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta kebijakan-kebijakan lingkungan dari
negara-negara yang memiliki komitmen kuat terhadap mitigasi perubahan iklim. Selain itu,
laporan dari korporasi yang telah menerapkan praktik bisnis berkelanjutan, serta kasus-kasus
hukum terkait dengan pelanggaran HAM akibat perubahan iklim, juga menjadi bagian penting dari
data yang dikumpulkan.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content
analysis), yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menafsirkan pola-pola serta tema-tema yang
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relevan dari dokumen yang dianalisis. Dalam analisis ini, peneliti akan mengeksplorasi bagaimana
regulasi negara dan kebijakan korporasi berkaitan dengan perlindungan HAM dan perubahan
iklim. Analisis ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan membaca dan memahami dokumen,
mengkodekan informasi yang relevan, dan kemudian mengidentifikasi tema-tema utama seperti
tanggung jawab negara dalam melindungi HAM, peran korporasi dalam pengurangan emisi, serta
upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Krippendorff, 2018).

Langkah-langkah analisis ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana negara dan
korporasi saling berperan dalam menegakkan HAM di tengah krisis iklim. Penelitian ini juga akan
memberikan rekomendasi terkait peningkatan tanggung jawab mereka dalam menghadapi
tantangan lingkungan global yang terus berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Perubahan Iklim

Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi hak asasi manusia (HAM)
warganya, termasuk dalam konteks perubahan iklim. Berdasarkan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (DUHAM), negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak
atas standar hidup yang layak, termasuk perlindungan terhadap lingkungan yang sehat (UN, 1948).
Dalam konteks ini, perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi HAM, karena bencana alam yang
diakibatkan oleh perubahan iklim dapat mengganggu akses terhadap air bersih, pangan, dan tempat
tinggal (Knox, 2016). Salah satu kewajiban negara adalah melaksanakan kebijakan mitigasi dan
adaptasi yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim terhadap warganya.
Negara harus menetapkan target pengurangan emisi yang ambisius, sebagaimana yang diamanatkan
dalam Perjanjian Paris 2015, di mana negara-negara berkomitmen untuk menjaga kenaikan suhu
global di bawah 2°C (UNFCCC, 2015). Namun, implementasi komitmen ini sering kali terhambat oleh
kurangnya sumber daya, konflik politik, serta kepentingan ekonomi jangka pendek (OECD, 2020).

Di Indonesia, tantangan utama dalam perlindungan HAM terkait perubahan iklim adalah
keterbatasan infrastruktur yang memadai untuk menghadapi bencana alam seperti banjir dan
kekeringan. Meskipun telah ada sejumlah kebijakan mitigasi seperti Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), pelaksanaan di tingkat daerah masih sangat terbatas,
terutama di wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim (Haryanto, 2017). Hal ini
menimbulkan kerentanan yang lebih besar bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, petani,
dan nelayan. Lebih lanjut, perlindungan HAM juga mencakup hak atas keadilan lingkungan, dimana
negara harus memastikan bahwa dampak perubahan iklim tidak mendiskriminasi kelompok-
kelompok rentan. Sayangnya, dalam banyak kasus, kebijakan yang ada belum sepenuhnya
memperhitungkan kebutuhan kelompok- kelompok tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa
masyarakat adat sering kali mengalami dampak perubahan iklim yang lebih buruk karena lokasi
geografis dan keterbatasan akses terhadap sumber daya (IPCC, 2018). Oleh karena itu, negara perlu
menerapkan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa semua warganya terlindungi
dari dampak perubahan iklim.

Dalam hal ini, negara tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-
langkah mitigasi, tetapi juga memastikan adanya adaptasi yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Pembangunan infrastruktur tahan iklim dan sistem peringatan dini bencana harus
menjadi prioritas, terutama di wilayah yang rawan bencana alam akibat perubahan iklim (Mulyana,
2021).
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Berdasarkan berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, negara wajib
menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak atas lingkungan yang sehat dan akses terhadap
kebutuhan dasar seperti air, pangan, dan tempat tinggal (UN, 1948). Dalam konteks perubahan iklim,
hak-hak ini semakin rentan karena kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan bencana alam yang
memperburuk kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan.

Fakta saat ini menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim semakin intensif, seperti banjir,
kekeringan, dan naiknya permukaan air laut yang melanda wilayah- wilayah pesisir di Indonesia.
Negara, melalui kebijakan nasional seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
(RAN-GRK), telah berupaya mengurangi emisi karbon sebagai langkah mitigasi perubahan iklim
(Haryanto, 2017). Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas, terutama dalam hal pelaksanaan
di tingkat daerah yang sering kali terkendala oleh sumber daya yang minim dan kapasitas
kelembagaan yang lemah. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen internasional dan
realisasi di lapangan.

Dalam konteks teori tanggung jawab negara, pendekatan duty to protect dalam perlindungan
HAM menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari ancaman,
termasuk ancaman lingkungan akibat perubahan iklim (Knox, 2016). Negara harus proaktif dalam
memastikan bahwa kebijakan mitigasi dan adaptasi diterapkan secara efektif untuk melindungi hak-
hak dasar warga negara. Sayangnya, dalam banyak kasus, negara-negara berkembang seperti
Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal pendanaan dan infrastruktur untuk
menghadapi perubahan iklim. Hal ini menuntut adanya dukungan internasional yang lebih besar dari
negara-negara maju, yang secara historis lebih bertanggung jawab atas emisi global.

Peran negara tidak hanya terbatas pada mitigasi, tetapi juga mencakup adaptasi yang adil dan
inklusif. Negara harus memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan, seperti masyarakat adat,
petani, dan nelayan, memiliki akses terhadap sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk
beradaptasi dengan perubahan iklim. Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak dari kelompok
ini tidak terlibat dalam proses pembuatan kebijakan iklim, yang akhirnya membuat mereka semakin
rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim (IPCC, 2018). Ini menunjukkan perlunya reformasi
dalam proses pengambilan keputusan agar lebih inklusif dan partisipatif.

Teori keadilan iklim menekankan bahwa negara harus bertanggung jawab untuk melindungi
mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap perubahan iklim namun paling terdampak oleh
krisis ini (Klein, 2019). Di Indonesia, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pedesaan sering
kali mengalami dampak perubahan iklim yang lebih parah, seperti kerusakan rumah, hilangnya mata
pencaharian, dan masalah kesehatan. Negara perlu memastikan bahwa mereka mendapatkan
perlindungan yang memadai melalui program adaptasi yang dirancang untuk meningkatkan
ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Penulis berpendapat bahwa meskipun negara sudah memiliki komitmen dalam berbagai
kebijakan iklim, implementasi yang lebih kuat dan terukur diperlukan untuk menjamin perlindungan
HAM secara menyeluruh. Negara harus bekerja sama dengan komunitas internasional dan sektor
swasta untuk mengembangkan solusi iklim yang berkelanjutan, seperti penggunaan teknologi ramah
lingkungan dan investasi dalam infrastruktur tahan iklim (Mulyana, 2021). Tanpa langkah-langkah
ini, hak asasi manusia di Indonesia akan terus berada di bawah ancaman serius akibat krisis iklim
yang semakin memburuk.

Secara keseluruhan, tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM terkait perubahan
iklim sangat penting dan harus diprioritaskan dalam kebijakan publik. Negara tidak hanya perlu
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memperkuat komitmen untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga harus meningkatkan kapasitas
untuk beradaptasi terhadap dampak yang sudah tidak bisa dihindari. Kombinasi antara mitigasi yang
ambisius dan adaptasi yang inklusif akan menjadi kunci dalam melindungi hak-hak dasar masyarakat
di tengah krisis iklim yang semakin parah.

Peran Korporasi dalam Perlindungan Lingkungan dan Hak Asasi Manusia

Selain negara, korporasi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menghadapi perubahan
iklim dan melindungi hak asasi manusia. Banyak perusahaan, terutama di sektor energi, manufaktur,
dan pertanian, menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca yang memicu perubahan iklim
(OECD, 2020). Oleh karena itu, korporasi harus berperan aktif dalam mengurangi dampak
operasional mereka terhadap lingkungan serta mematuhi standar internasional yang mengatur
tanggung jawab sosial perusahaan (Hickel, 2020).

Salah satu tanggung jawab utama korporasi adalah mengurangi jejak karbon melalui
penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan penerapan teknologi hijau dalam operasional
mereka. Korporasi besar seperti perusahaan minyak dan gas memiliki tanggung jawab untuk
berkontribusi dalam pencapaian target emisi nol bersih (net zero emissions), sesuai dengan
kesepakatan internasional (Cripps, 2017). Jika korporasi tidak menjalankan tanggung jawab ini,
dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh operasional mereka dapat menyebabkan
pelanggaran HAM, termasuk hak atas lingkungan yang sehat dan hak untuk tidak kehilangan tempat
tinggal akibat bencana alam.

Lebih lanjut, korporasi harus memastikan bahwa rantai pasokan mereka tidak memperburuk
perubahan iklim atau merusak lingkungan. Misalnya, perusahaan pertanian dan kehutanan harus
menerapkan kebijakan keberlanjutan yang menghindari deforestasi dan kerusakan ekosistem (FAO,
2019). Korporasi juga harus transparan dalam pelaporan emisi mereka melalui mekanisme yang
diatur oleh standar internasional seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan Science Based Targets
Initiative (SBTi) (OECD, 2020).

Dalam konteks perlindungan HAM, tanggung jawab korporasi tidak hanya terbatas pada
tindakan mitigasi perubahan iklim, tetapi juga pada adaptasi terhadap dampak yang telah terjadi.
Perusahaan yang beroperasi di daerah rawan bencana memiliki kewajiban untuk melindungi pekerja
mereka serta komunitas di sekitar lokasi operasional dari dampak perubahan iklim (Knox, 2016).
Hal ini bisa dilakukan melalui investasi dalam infrastruktur tahan iklim, program tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada adaptasi iklim, serta kerjasama dengan pemerintah
untuk mengurangi kerentanan masyarakat.

Meskipun beberapa korporasi telah mengambil langkah maju dalam hal keberlanjutan, masih
banyak yang belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab mereka terkait perubahan iklim dan
HAM. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk regulasi yang lebih ketat dari pemerintah untuk
memastikan bahwa korporasi menjalankan tanggung jawabnya secara transparan dan akuntabel
(Haryanto, 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korporasi memiliki peran yang sangat penting
dalam perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia (HAM), khususnya dalam konteks perubahan
iklim. Sebagai salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca, terutama di sektor-sektor seperti
energi, manufaktur, dan pertanian, korporasi memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk
mengurangi dampak negatif operasi mereka terhadap lingkungan. Fenomena saat ini menunjukkan
bahwa korporasi-korporasi besar, terutama di sektor energi fosil, masih menjadi penyebab utama
kerusakan lingkungan yang memperparah perubahan iklim (OECD, 2020). Oleh karena itu, peran
korporasi dalam perlindungan lingkungan tidak bisa diabaikan.
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Dalam teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility, CSR),
korporasi tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang
saham, tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan tempat mereka beroperasi
(Carroll, 1991). Hal ini semakin relevan dalam konteks Krisis iklim saat ini, di mana aktivitas bisnis
yang tidak ramah lingkungan dapat memperburuk kondisi perubahan iklim yang secara langsung
merugikan masyarakat luas, terutama kelompok yang paling rentan. Oleh karena itu, korporasi harus
mengambil langkah proaktif dalam mengurangi emisi karbon melalui inovasi teknologi, efisiensi
energi, dan adopsi sumber energi terbarukan.

Saat ini, banyak korporasi multinasional yang telah mulai berkomitmen untuk mencapai net
zero emissions atau emisi nol bersih. Beberapa perusahaan telah mengumumkan inisiatif hijau,
seperti penggunaan energi terbarukan dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan (Cripps,
2017). Meskipun ini merupakan langkah yang positif, tidak semua korporasi bergerak dengan
kecepatan yang sama. Banyak perusahaan masih enggan mengubah model bisnis mereka karena
biaya investasi yang tinggi dan kekhawatiran tentang dampak terhadap profitabilitas jangka pendek.
Ketidakseragaman dalam komitmen ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat dari
pemerintah untuk memastikan bahwa korporasi memenuhi tanggung jawab mereka terhadap
perlindungan lingkungan dan HAM.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa korporasi memiliki tanggung jawab yang lebih luas
dalam konteks HAM. Sebagai bagian dari rantai pasokan global, korporasi harus memastikan bahwa
operasi mereka tidak merugikan masyarakat lokal, baik melalui kerusakan lingkungan maupun
pelanggaran HAM lainnya. Misalnya, di sektor pertanian dan kehutanan, banyak perusahaan terlibat
dalam deforestasi yang merusak ekosistem dan merugikan masyarakat adat yang bergantung pada
hutan untuk kelangsungan hidup mereka (FAO, 2019). Selain itu, korporasi harus mematuhi standar
internasional seperti UN Guiding Principles on Business and Human Rights, yang mengatur bahwa
bisnis harus menghormati HAM dalam setiap aspek operasional mereka (Ruggie, 2011).

Fakta saat ini juga menunjukkan bahwa beberapa korporasi telah mulai berkolaborasi
dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengurangi dampak perubahan iklim
melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada keberlanjutan
lingkungan. Misalnya, beberapa perusahaan besar telah berinvestasi dalam proyek reforestasi,
energi bersih, dan pengelolaan air bersih sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap
keberlanjutan (Hickel, 2020). Namun, masih ada banyak perusahaan yang belum menunjukkan
komitmen yang cukup dalam hal ini, sehingga upaya global untuk mengurangi dampak perubahan
iklim masih terhambat.

Penulis berpendapat bahwa untuk mencapai perlindungan lingkungan dan HAM yang lebih
baik, diperlukan sinergi antara regulasi pemerintah dan inisiatif korporasi. Pemerintah harus
memberikan insentif bagi korporasi yang berinvestasi dalam teknologi hijau dan sanksi bagi mereka
yang gagal memenuhi standar lingkungan. Di sisi lain, korporasi harus lebih transparan dalam
melaporkan emisi mereka dan berkomitmen pada inisiatif hijau yang nyata dan terukur. Peningkatan
transparansi melalui mekanisme pelaporan yang diatur oleh standar internasional seperti Global
Reporting Initiative (GRI) dapat membantu masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk
memantau sejauh mana korporasi menjalankan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan
HAM (OECD, 2020).

Secara keseluruhan, peran korporasi dalam perlindungan lingkungan dan HAM sangat
penting dan harus ditingkatkan. Tanpa kontribusi aktif dari sektor swasta, upaya global untuk
menghadapi krisis iklim dan melindungi hak asasi manusia akan sulit mencapai hasil yang signifikan.
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Kolaborasi antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil merupakan kunci untuk mencapai
keberlanjutan jangka panjang dan melindungi generasi mendatang dari dampak buruk perubahan
iklim.

Hambatan dalam Implementasi Tanggung Jawab Negara dan Korporasi

Meskipun tanggung jawab negara dan korporasi dalam melindungi HAM di tengah
perubahan iklim telah diakui secara luas, terdapat berbagai hambatan dalam implementasi tanggung
jawab tersebut. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik di tingkat negara
maupun korporasi, untuk melakukan mitigasi dan adaptasi iklim yang efektif (OECD, 2020). Di
negara berkembang seperti Indonesia, alokasi anggaran untuk mitigasi perubahan iklim sering kali
bersaing dengan kebutuhan anggaran untuk sektor-sektor lain yang juga penting, seperti kesehatan
dan pendidikan (Mulyana, 2021).

Di sisi lain, korporasi sering kali enggan mengambil tindakan yang signifikan karena alasan
biaya dan profitabilitas jangka pendek. Banyak perusahaan, terutama di sektor energi fosil, masih
sangat bergantung pada model bisnis yang menghasilkan emisi tinggi, sehingga perubahan menuju
keberlanjutan memerlukan investasi besar yang tidak semua perusahaan siap lakukan (Cripps,
2017). Hal ini menjadi tantangan besar dalam mencapai target global untuk mengurangi emisi
karbon.

Selain hambatan sumber daya, faktor politik juga sering menjadi penghalang utama.
Pemerintah sering kali menghadapi tekanan dari kelompok industri atau elit politik yang memiliki
kepentingan dalam sektor-sektor penghasil emisi. Hal ini menyebabkan kebijakan iklim yang
dirancang tidak cukup ambisius atau tidak dijalankan dengan baik (Hickel, 2020). Di Indonesia,
misalnya, regulasi terkait perlindungan lingkungan sering kali mengalami hambatan dalam
implementasinya karena adanya kepentingan politik dan ekonomi yang kuat dari pelaku industri
(Haryanto, 2017).

Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya berbagai hambatan dalam implementasi
tanggung jawab negara dan korporasi terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks
perubahan iklim. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi
pendanaan maupun kapasitas kelembagaan, yang menghambat negara dalam menjalankan
kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim secara efektif. Di banyak negara berkembang, termasuk
Indonesia, anggaran negara sering kali tidak mencukupi untuk membiayai program-program
mitigasi iklim yang memadai, apalagi dalam skala nasional (OECD, 2020). Hal ini menyebabkan
berbagai kebijakan iklim tidak terlaksana secara optimal, terutama di wilayah-wilayah yang paling
rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Selain keterbatasan sumber daya, hambatan politik juga sering kali menjadi faktor yang
memperlambat implementasi kebijakan iklim. Negara-negara berkembang sering kali dihadapkan
pada tekanan dari kelompok kepentingan ekonomi yang menolak kebijakan lingkungan karena
dianggap dapat menghambat pertumbuhan ekonomi atau mengurangi profitabilitas industri-
industri tertentu, seperti energi fosil dan pertambangan (Hickel, 2020). Akibatnya, negara terjebak
dalam dilema antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi lingkungan serta hak asasi
manusia. Dalam teori Public Choice, hal ini dijelaskan sebagai fenomena di mana aktor politik lebih
memprioritaskan kepentingan kelompok elit yang memiliki kekuatan ekonomi, dibandingkan
dengan kesejahteraan jangka panjang masyarakat luas (Buchanan & Tullock, 1962).

Fakta saat ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa negara yang telah menunjukkan
komitmen kuat terhadap penanganan perubahan iklim, banyak negara masih lamban dalam
melaksanakan kebijakan tersebut karena kurangnya dukungan politik yang memadai. Contohnya,
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Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengurangi emisi karbon dari sektor energi dan
kehutanan, yang merupakan sektor- sektor penting bagi perekonomian nasional (Mulyana, 2021).
Kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi deforestasi, misalnya, sering kali terhambat oleh
kepentingan industri yang berpengaruh dan ketergantungan ekonomi pada ekspor sumber daya
alam.

Dari sisi korporasi, hambatan yang utama adalah tingginya biaya yang diperlukan untuk
beralih ke praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Perusahaan besar, terutama di sektor energi
fosil, sering kali enggan mengubah model bisnis mereka karena biaya investasi yang tinggi untuk
teknologi hijau, serta ketidakpastian keuntungan jangka pendek yang mungkin menurun (Cripps,
2017). Selain itu, banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di negara-negara berkembang
sering kali kurang mendapatkan tekanan regulasi dari pemerintah lokal untuk mematuhi standar
keberlanjutan yang lebih ketat, sehingga mereka cenderung melanjutkan operasi dengan model
bisnis yang tidak berkelanjutan (Haryanto, 2017).

Hambatan ini menunjukkan bahwa regulasi pemerintah dan insentif ekonomi perlu
diperkuat untuk mendorong korporasi berkomitmen lebih serius dalam mengurangi dampak
lingkungan mereka. Teori Insentif Ekonomi menekankan pentingnya pemerintah memberikan
insentif, seperti pengurangan pajak atau subsidi, untuk mendorong perusahaan berinvestasi dalam
teknologi hijau (Baumol & Oates, 1988). Sayangnya, di banyak negara berkembang, insentif ini masih
minim, sehingga hanya sedikit perusahaan yang termotivasi untuk beralih ke praktik yang lebih
berkelanjutan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas juga menjadi hambatan dalam memonitor
dan mengevaluasi implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi.

Selain faktor ekonomi dan politik, hambatan struktural dalam sistem hukum dan
kelembagaan juga memperlambat pelaksanaan tanggung jawab negara dan korporasi dalam
menghadapi perubahan iklim. Di banyak negara berkembang, koordinasi antar lembaga pemerintah
yang menangani isu lingkungan dan perubahan iklim masih lemah, sehingga kebijakan yang telah
dirumuskan di tingkat nasional tidak selalu diimplementasikan dengan baik di tingkat daerah
(Ramadhan, 2020). Kelemahan ini diperparah oleh kurangnya kapasitas teknis dan sumber daya
manusia di lembaga-lembaga tersebut, yang membuat mereka tidak mampu melakukan pengawasan
dan penegakan hukum secara efektif.

Penulis berpendapat bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan
pendekatan yang lebih kolaboratif antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil. Pemerintah
perlu memperkuat regulasi dan insentif ekonomi untuk mendorong perubahan di sektor swasta,
sementara perusahaan harus lebih proaktif dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan
lingkungan mereka. Di sisi lain, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dapat berperan
sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa negara dan korporasi mematuhi komitmen
mereka dalam melindungi lingkungan dan HAM. Pendekatan ini, yang melibatkan berbagai
pemangku kepentingan, akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya global
untuk menghadapi krisis iklim.

Secara keseluruhan, hambatan dalam implementasi tanggung jawab negara dan korporasi
terkait perubahan iklim adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi jangka panjang dan
berkelanjutan. Tanpa komitmen yang kuat dari kedua pihak, upaya untuk melindungi hak asasi
manusia dan lingkungan dari dampak perubahan iklim akan tetap terhambat oleh kepentingan
ekonomi dan politik jangka pendek.

Solusi dan Rekomendasi untuk Memperkuat Perlindungan HAM dalam Perubahan Iklim
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Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat
memperkuat perlindungan HAM dalam konteks perubahan iklim. Salah satu solusi yang dapat
diambil adalah memperkuat kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur tanggung jawab negara
dan korporasi. Pemerintah perlu mengadopsi regulasi yang lebih ketat dan spesifik, serta
memberikan insentif bagi perusahaan yang berkomitmen untuk mengurangi emisi dan
meningkatkan keberlanjutan (Knox, 2016).

Selain itu, kerjasama internasional sangat penting untuk membantu negara- negara
berkembang dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Bantuan teknis dan keuangan dari
negara maju dan organisasi internasional dapat membantu negara berkembang meningkatkan
kapasitas mereka dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (UNFCCC, 2015). Korporasi global
juga dapat berperan dengan berinvestasi dalam solusi iklim di negara berkembang dan
mempromosikan teknologi hijau yang dapat diterapkan secara luas. Secara keseluruhan, solusi untuk
melindungi HAM di tengah krisis iklim memerlukan pendekatan yang kolaboratif dan holistik, di
mana negara, korporasi, dan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam
mengurangi dampak perubahan iklim dan melindungi hak-hak dasar manusia. Berdasarkan hasil
penelitian, terdapat beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk
memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks perubahan iklim. Salah satu
solusi utama adalah memperkuat kerangka hukum dan kebijakan yang mengintegrasikan
perlindungan HAM dalam setiap tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Banyak negara saat
ini belum sepenuhnya menyelaraskan kebijakan iklim mereka dengan komitmen perlindungan HAM,
padahal hak-hak dasar, seperti hak atas air, pangan, dan tempat tinggal, sering kali terancam oleh
dampak perubahan iklim (Knox, 2016). Negara perlu mengadopsi kebijakan yang lebih tegas dan
terukur, yang tidak hanya berfokus pada penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga memastikan
bahwa kebijakan tersebut melindungi hak-hak masyarakat yang paling rentan.

Sebagai contoh, Perjanjian Paris 2015 memberikan panduan penting bagi negara untuk
mengambil langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang inklusif, namun masih banyak negara yang
belum mengimplementasikannya dengan sepenuhnya (UNFCCC, 2015). Salah satu rekomendasi
penting adalah memastikan bahwa setiap kebijakan iklim nasional memasukkan perlindungan HAM
sebagai komponen utama. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi yang mewajibkan analisis dampak
HAM sebelum setiap kebijakan iklim diterapkan. Pendekatan ini sejalan dengan Teori Keadilan Iklim,
yang menekankan pentingnya memastikan bahwa kelompok- kelompok rentan tidak menjadi korban
utama dari perubahan iklim dan kebijakan yang diterapkan (Klein, 2019).

Fakta saat ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap
perubahan iklim, seperti masyarakat adat, petani, dan penduduk pesisir, sering kali menjadi
kelompok yang paling sedikit dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait perubahan iklim. Oleh
karena itu, diperlukan partisipasi yang lebih inklusif dan representatif dalam proses pengambilan
kebijakan iklim (IPCC, 2018). Negara perlu menciptakan mekanisme partisipatif yang
memungkinkan kelompok- kelompok tersebut untuk memberikan suara mereka dalam proses
perumusan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Dengan demikian,
kebijakan iklim dapat dirancang untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan
masyarakat yang paling terdampak.

Selain itu, solusi lain yang dapat diterapkan adalah meningkatkan kerjasama internasional
untuk membantu negara-negara berkembang dalam membiayai program mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim. Banyak negara berkembang yang mengalami kesulitan dalam memenuhi komitmen
iklim mereka karena keterbatasan sumber daya, baik dari segi pendanaan maupun teknologi (OECD,
2020). Oleh karena itu, negara-negara maju yang memiliki tanggung jawab lebih besar atas emisi
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karbon global harus memperkuat komitmen mereka dalam memberikan bantuan teknis dan finansial
melalui mekanisme pendanaan iklim global, seperti Green Climate Fund (GCF). Bantuan ini akan
sangat penting untuk mendukung negara-negara berkembang dalam melindungi HAM warganya dari
dampak perubahan iklim.

Di sisi korporasi, rekomendasi utama adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
dalam hal pelaporan lingkungan. Korporasi harus mematuhi standar pelaporan internasional, seperti
Global Reporting Initiative (GRI), untuk memastikan bahwa operasi mereka tidak hanya
menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan
perlindungan HAM (Cripps, 2017). Korporasi juga perlu mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif
dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan berinvestasi dalam solusi iklim,
seperti teknologi rendah emisi, energi terbarukan, dan proyek konservasi lingkungan. Dalam konteks
ini, Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menekankan bahwa korporasi memiliki tanggung
jawab moral untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan tempat mereka
beroperasi (Carroll, 1991).

Penulis berpendapat bahwa langkah-langkah ini harus didukung oleh kerangka hukum yang
lebih kuat di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah harus memperketat regulasi
terhadap perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor yang berisiko tinggi terhadap kerusakan
lingkungan, seperti energi dan pertambangan. Selain itu, harus ada mekanisme sanksi yang jelas bagi
perusahaan yang tidak mematuhi standar keberlanjutan. Pendekatan ini tidak hanya akan
mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab, tetapi juga akan menciptakan insentif
ekonomi yang mendorong inovasi dalam teknologi hijau.

Kesimpulannya, solusi untuk memperkuat perlindungan HAM dalam konteks perubahan
iklim memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Negara, korporasi, dan masyarakat sipil
harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil bagi semua
pihak. Tanpa komitmen yang kuat dari semua aktor ini, perlindungan HAM dalam menghadapi krisis
iklim akan sulit diwujudkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa
perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM),
khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling rentan seperti masyarakat adat, petani, dan
penduduk pesisir. Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi warganya dari dampak
perubahan iklim melalui kebijakan mitigasi dan adaptasi yang terintegrasi dengan perlindungan
HAM. Namun, keterbatasan sumber daya, tekanan politik, dan kapasitas kelembagaan yang lemah
sering kali menghambat implementasi kebijakan tersebut, sehingga banyak warga negara tidak
terlindungi secara optimal. Korporasi juga memainkan peran penting dalam perlindungan
lingkungan dan HAM, terutama di sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah
kaca. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan standar pelaporan lingkungan internasional
harus diadopsi dengan lebih ketat untuk memastikan bahwa operasi bisnis tidak merugikan
lingkungan atau melanggar HAM. Transparansi dan akuntabilitas perusahaan perlu ditingkatkan
melalui regulasi yang lebih ketat dari pemerintah, serta insentif untuk perusahaan yang berinvestasi
dalam teknologi hijau dan proyek keberlanjutan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus penelitian lebih diarahkan pada
bagaimana negara dan korporasi dapat berkolaborasi secara lebih efektif dalam melindungi HAM di
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tengah perubahan iklim. Selain itu, penelitian mendalam mengenai mekanisme partisipatif bagi
masyarakat rentan dalam pengambilan kebijakan iklim sangat diperlukan. Penelitian mengenai
peran teknologi baru dalam mitigasi dan adaptasi iklim juga penting untuk menjawab tantangan
masa depan terkait perlindungan HAM dalam konteks perubahan iklim yang semakin kompleks.
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